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BUPAT] KARANGASEM

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR IS IAIIUN 2010

PENTANG

PERUBAHAN A IAS PERATURAN BUPAT1 KARANGASEM NOMOR 23 TAMUN
2009!TEN'I \\(i PEMBERIAN HONOR \R1I\I DAN UANG S VKI Kl T\l)\

PjEJABAT/PEGAWAl YANG BEKERJA PADA KEGIATAN SA'I I AN
KERJA PERANGKAT DAERAM PEMERINTAH

KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN RAHMAT IVI IAN YANG MAI IA l'.SA

BUPATI KARANGASEM,

Menimba'ng : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pemberian
Honorarium dan Uang Saku kepada Pcjabal/Pegawai yang Bekerja
pada Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaien
Karangasem bclum mengatur uang saku bagi Petugas Pos Emergency
Service Respons ;

b. bahwa sesuai maksud huruf a. maka Peraluran Bupati Nomor 23
Ialum 2009 lentang Pemberian Honorarium dan Uang Saku kepada
Pejahui Pcgauui yang Bekerja pada Kegiatan Satuan Kerja Perangkat
Daerah Pemerintah Kabupaien Karangasem perki dilakukan
perubahan :

e. bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b. perlu menelapkan Peraluran Bupati lentang
Perubahan Alas Peraluran Bupati Karangasem Nomor 23 Ialum 2009
lentang Pemberian Honorarium dan Uang Saku kepada
Pejabal/Pegavvai yang Bekerja pada Kegiatan Saiuan Kerja Perangkat
Daerah Pemerintah Kabupaien Karangasem :

Mengingat: |. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkal I
Bali. Nusa Tenggara Barat clan Nusa Tenggara Iimur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122. I'ambalian
I embaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) :

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun I(>7-| tentang Pokok-pokok
Kepegawaian .(Lembaran Negara Republik Indonesia lahun 1974
Nomor 55. Iambahan I embaran Negara Republik Indonesia Nomor
1041) sebagaimana lelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
lahun 1999 lentang Perubahan Alas Undang-Undang Nomor 8 Tahun
!l)7-l lentang Pokok-pokok Kepegawaian (I embaran Negara Republik
Indonesia lahun 1999 Nomor 169, Iambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor .>890) :•

3. Undang-Undang Nomor 28 lahun I1)1)1) lentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kolusi dan Nepolisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia lahun 1999 Nomor 75.
Iambahan i embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ) :



I. Undang-Undang Nomor 17 Iahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 lentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5.
Tambahan I.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 l :

6. Undang-Undang Nomor K) Tahun 2004 lentang Pembeniukan
Peraluran Perundang-undangan ' (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389):

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor (>(>. Iambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) :

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
sebagaimana lelah diubah beberapa kali, lerakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 200N tentang Perubahan Kedua Alas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lentang Pemeriniahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20OS Nomor 59.
Tambahan I embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) :

(> Peraluran Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 lentang Standar
Akunlansi Pemeriniahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 4°. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor.4503) :

10. Peraluran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 lentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140. Tambahan I.emb aan Negara Republik Indonesia Nomor
4578):

11. Peraluran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor-4614) :

12. Peraluran Pemerintah Nomor II lahun 2007 lentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia lahun 2007
Nomor X(>. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741):

13. Peraluran Menleri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 lentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana lelah diubah
dengan Peraluran Menleri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
lentang Perubahan Alas Peraluran Menleri Dalam Negeri Nomor 13
lahun 2006 lentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

II. Peraluran Daerah Nomor 5 Tahun 200S lentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaien
Karangasem Tahun 2008 Nomor 5. Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaien Karangasem Nomor-I) :



_

_

15. Peraluran Daerah Nomor 6 Tahun 2008 lenlang Urusan Pemeriniahan
Daerah Kabupaien Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaien
Karangasem Tahun 2008 Nomor 6. Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaien Karangasem Nomor 5) :

16. Peraluran Daerah Nomor 7 Tahun 200S lenlang Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaien Karangasem (lembaran Daerah
Kabupaien Karangasem Tahun 'DOS Nomor 7. I ambahan Lembaran
Daerah Kabupaien Karangasem Nomor 6) :

MIMI ILSK AN ;

Meneiapkan: PERATURAN BUPATI I'ENTANG PERUBAHAN ALAS
PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 23 TAHUN 2009
TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM DAN UANG SAKU
KEPADA PEJABAT/PEGAWA1 YANG BEKERJA PADA KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN K \RANG \SI \l.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 10 aval (4) Peraluran Bupati Karangasem
Nomor 23 Tahun 2009 lenlang Pemberian Honorarium dan Uang Saku
Kepada Pejabal/Pegawai yang bekerja pada Kegiatan Satuan Kerja
Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaien Karangasem (Berila Daerah
Kabupaien Karangasem Tahun 2009 Nomor 23) diubah. sehingga berbunyi
sebauai berikut :

(4) Khusus untuk Petugas Pemeriksa KIP di Pelabuhan Padangbai
diberikan uang saku Rp. 47.500.- (empat puluh tujuh ribu lima ratus
rupiah) dan Peiugas Pos Emergency Service Respons (ESR) diberikan
uang saku Rp. 20.000.- (dim puluh ribu rupiah) per salu kali jaga.

Peraluran Bupati ini berlaku surut mtilai langgal I Januari 2010.

Agar setiap orang mengelahuinya. memerinlahkan pengundangan
Peraluran Bupati ini dengan penempatannya dalam Berila Daerah
Kabupaten Karangasem.

Dilelapkan di Amlapura
pada langgal 21 April 2010

BUPATI KARANGASEM,

llMvi/vviS!
WAYAN GEREDEG(^

Diundangkan cii .Amlapura
pada langgal 21 April2010

SEKRI- T.ARIS DAW/ Ml KABUPATEN KARANGASEM.

I N1-NCIA11 SUDARSA

BERI ITS DAERAll KABIT \ IT'N KARANGASEM i Mil N2010 N'( >M< >R IS


